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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020, dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan
Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134); Perpres Rl No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun
2020 No. 94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Rl No. 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No. 155); Perpres Rl No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu Rl No.
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permenkeu Rl No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu Rl No.
Nomor 87/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 782);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Penggunaan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020
diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial. DID Tambahan periode kedua
tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.

Diatur pula ketentuan mengenai pengalokasian DID Tambahan periode kedua bagi
provinsi/kabupaten/kota, data penghitungan DID Tambahan periode kedua, penghitungan dan
penetapan alokasi DID Tambahan periode kedua, penyaluran DID Tambahan periode kedua,
rincian alokasi DID Tambahan periode kedua menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan
format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua.

CATATAN : - Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan
periode kedua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020 dan diundangkan pada tanggal
31 Agustus 2020.

- Lampiran halaman 12 - 24.



